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WA L 1. K ()TA P A L E i\-1 B AN G, 

: a. bahwa untuk mcmenuhi ketentuan Peraturan Oaerah Kota Palembang Nomor I 
Tahun 2000 tcnlang P<:doinan Tata l.aksana Pelayanan Umum, sebagai upaya 
tercap,Jinya keseragamaan ta!a laksana pelayanan uroum, guna meningkatkan 
rnutu pelayanan yang mendorong cfcktifitas sistem dan twnbuhnya kremifitas, 
prakarsa dan peran serta masyarakat, perlu dilaksanakao kegiatan terpadu yang 
bersifat sederbana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, terjangkau dan ti<lak 
diskriminatif: 

b. bahw·.i sehubungan dengan hmup a, maka untuk mcmbcrikan pedoman yang 
jelas dalam pemberian izin Usaha lndustri (JUI) dan lzin Perluasan lndustri 
sebagaimana diatur dcnga Peraturan Darah Kota Palembang Nornor I 5 Tahw1 
2002 tcntaog Pembinaan dan Retribusi di Bidang lndustri jo Peraturan Daerah 
Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2007, pcrlu mcncrnpkon pcngaturo;i mcngenni 
Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian lzin Usaha llldustri 
(IUI) dan lzin Perluasan lndustri ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbaDgan terscbut diatas, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Palembang tentang Pcrsyaratan, Mekanisme Dan l'rosedur Tetap 
f>embe1ian lzin Usaha lndustri (JUI) dan lzin Perluasan lndustri. 

I. Undimg-Undang Nomor 28 Tahun I 95') tentang Pembenlukan Daerah Tingkat JI 
dan Kotapraja di Su111atera Selutan (Lembaran Negara RI Tah1.tn 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor l 821 ); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran 
Negara RI Tahun 1992 Nomor I 16 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
3502); 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 tcntang Perseroan Terbalas (Lernbaran 
Negara RI Tahun J 995 Nomor 13, Tamhahan Lemharan Negara RI Nomor 
3587). 

4. Undaog-Undang Nomor LS Tahun 1997 tentang Pnjak Onerah dan Retribusi 
Daerab (Lembarao Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nornor 3685, ~ebagaimaua tdah c.liubal t d~11ga11 U,Jda11g-Uuc.ll!.ug 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 1'omo~ 246, 
Tambahan lembaran Negara RI 4048): 

5. Un<lang-Undang Nomor IO Talltlo 2004 tentang Pembentukar. Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 l\ornor 53. Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4389): 
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6. Cndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 1entang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RJ Tabun 2004 Komor 125, Tambahan Lernbaran Negara RI 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubab dengan Undang-Undang Nonv)r 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturm Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah Mertjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nornor 4548); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(J .embaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran ~egma 
Nomor 4 139 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang l'embagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemeri.ntah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 
Daerah KabLtpalcn/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82. 
Tambahan lembaran Negar• Nomnr 4717 ); 

9. Peraturan Oaerah Kota Palembang Nomor I Tahun 2000 tcntang Pedoman Tata 
Laksana Pelayanan Umum ( Lembaran paerah Kota Palembang rahun 2000 
Nomor 2): 

10. l'cralunur Oacrah Kota l'alcmbang Nt,f, ,or 15 Tahun 2002 lcntang Pcmbinaan 
• dan Retribusi jo l'eraturan l)aerah Nornor 9 Tahun 2007; 

11. l'craturan l)acrah Kola Palembang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pcmbinaan 
<.Ian Retribusi Waj ib Daftar Perusahaan dao lzin t..:saha Perdagangan (Lcrnbaran 
Dacrnh Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 39) jo l'craluran Dacrnh Nomor I 0 
Tahun 2007( l.embaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor I 0) ; 

12. Pernturan Daerah Kata Pale.nbang Nomor IO Tahun 2006 tentang Pemhentukan, 
Susunan Orgaoisasi dan Tata Kerja Dinas Pcriodustrian, Pcrdagangan clan 
Koperasi (Lembaran Daerah Korn Palembang Tahun 2006 Nomor I 0). 

MEMUT USKAN 

: l'ERATURAN WA..LIKOTA PALEMBA,'<G TENTANG PERSYARATAN 
MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMBERJAN lZIN USAHA 
I NDUSTRI (IUf) O,\ N IZJN PERLt:ASAN INDUSTRI. 

BAB I 

KETENTUAN lJMlJM 

P:,sal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

I. Daerah adalah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kora Palembang. 
3. Walikota adalah Walikota Palembang. 
4. Wakil Walikola a<.lalah \Vakil Walikota Palembang. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang. 
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperas i adalah Dina~ Perindustrian, 

Pcrdagangan dan Koperasi Kola Palembang. 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, dan Koperasi Kora Palembang 
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tenentu di bidang retribnsi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku. 
9. Badan adalah sualu bemuk badan usaha yang meliputi pe,·ser0&n terbatas, 

perseroan ko111anditer, perseroan laimiya. badan usal1a milik Negara atau dacrah 
dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Jinna. kongsi, 
koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pe11siun, bcntuk usaha 
Letap serta badan usaha lainnya. 

I 0. Pcnanggung .Jawah ,1dalah ornng ynng bertanggun1,jav·ab atns pcnyclcnggaraan 
usaha industri. 
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11. Perusabaan lndustri adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan d i bi dang 
usaba industri dan berbentuk peronuigan atau badan yang berkc::dudukan di 

Indonesia. 
12. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang indi1stri yang mempunyai ciri khusus 

yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalm proses industri. 
l 3. Ji.in Usaha lndustri yang selanjutnya d isi ngkat JUI adalah lzin untuk mendiri kan 

usaha industri yang ditetapkan o leh Kepala Daerah. 
14. Perluasan Perusahaan lndustri adalah penambahan invcstasi melebihi 30 % (tiga 

puluh persen) dari nilai investa.si yang telah di izinkan. 
15. lndustri Besar Goloogan I adalah industri yang ni lai investasi perusahaan 

industri yang seluruhnya diatas Rp. 10.000.':'C'.).OO::, (sepulul- i::il~ar rupiah) 
Lillak Lcnnasuk tanah diu1 bongumm tempat usahanya . 

I 6. Industri Besar Golongan II udalah industri yang nilai investasi perusahaan 
industri yang seluruhnya diatas Rp. 1.000 Q00.000,· (satu milyar rupiah) sampai 
dengan Rp. l0.000.000.000.- (sepuluhf'lyar rupiah) tidak termasnk mnah dan 
bangunan tempat usahanya . 

17. Jnd ustri menengah adalah iodustri yang nilai invcstasi perusahaan industri yang 
seluruhnya mulai dari diata~ Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai 
dengan Rp. 1.000.000.000,· (satu milyar rupiah) tidak tennasuk tanah dan 

bangunan tcmpat usahanya . 
I 8. lndustri Kecil golongan I adalah industri yang nila i investasi pcrusahaan industri 

yang seluruhnya mulai dari diatas Rp. 50.000.000,· (l ima puluh juta rupiah) 
sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus .l uta rupiah) tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usahanya. 

19. lndustri Kecil golongw I I adalah industri yang nitai investasi ?erusahaan 
industri yang seluruhnya mulai dari di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 
sampai dengan Rp.50.000.000,- (l ima puluh juta rupiah) tidak tcrmasuk tanah 
dan bangunan tempat usahanya. 
Retribusi di bidang industri yang sclanjutnya discbut Retribusi ad:il~h retribusi 
yang dipw1gut atas pelayanan pemberian izin terhadap usaha dibidang industri. 
Waj ib Rctribusi adalah orang atau badan yang mcnurut Pernturan Perundang­
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 

20. 

21. 

22. 

·r -~-
Surat Ketetapan Retribusi Dacrah yang selanjutnya disiogkaL SKRD adalah suraL 
kepulusan yang mencntukan besarnya jumlah re tribusi yang terhutang. 
Pcmcriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencar i dalrun rangka 
pcngawasan kcpatuhan per.wnuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan 
peraturan peru11daog-un<langat1 Retribusi Daerah. 

24. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Oaerah adalah serangkaian 
tindakan yang d ilakukan oleh penyid.ik Pegawai Negeri Sipil yang se!Mjutnya 
disebut penyidi k, untuk mencari serta mcngumpulkan bukti. dengan bukti itu 
membuat terang tiodak pidana dibidang Rctribusi Daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangka. 

BAB II 

PERSf:iU.JUAN PRJNSIP, IZJN USA HA JNDUSTRI 
DAN IZIN l'ERLUASAN INDUSTRl 

Pasal 2 

(I) Setiap orang atau badan yang roenyelenggarakan usaha lndustri dalam Oaerah, 
wajib mendapat Persetujuan Prinsip dan mcmiliki IUI dari Wal ikota d iproses 
rnelalui Dinas Perindustrian , Perdagangan clan Koperasi. 

(2) Setiap orang atau hadan yang akru1 melakukan perluasan usah.a industri dalam 
DaeraJ1, hams mendapat izin dari Wulikota melalui Kep~la Dinas. 
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(3) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perinduslrian, Perdagangan dan 
Koperasi ditetapkan sebagai unit kerja yang rnclaksanakan proses pene, itian 
adrninistrasi dalam rangka pembcrian persctt\j uan Prinsip, IUI dan lzi n Perluasan 
lndustri scsuai dengan persyaratan, mekanisme <Ian proscdur tetap yang d ia tur 
dalam Perantran in i. 

Pasal 3 

JUI sebagaimima dimaksud Pasal 2 l'eralw-ao ini, sebagai berikut: 

a. Persell\iuan Prinsip ; 
b. b:in Usaha lndusui (l UI); dan 
c. Jzin Perluasan lnd ustri. 

Pasal 4 

.• 

Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksuJ:flalam Pasal 3 l111tuf a Peraturan ini 
diberikan kepada Perusahaan lndustri Menengah dan Besar dalam rangk.a melakukan 
persiapan antara la in: 

" · i,ersiapan pernbangunan perluasan usaha ; 
h. Persiapan pengadaao peraJatan ; 
c. Persiapan pcmasangan instalasi pernlatan pahrik ; dan 
d. Jenis dan Komoditi industri yang proses produksinya tidak n1crnsak atau 

mcmbahayakan Jingku11gan. 

Pas:il S 

fUJ sebagai mana dimaksud dalrun Pasal 3 huruf b Peraruran ini. adalah scbagai 
berikul: 

a. 
h. 
C. 

Jzil1 Usaha lndustri Besar. 
lzin Usaha lndustri Menengah. 
lzin Usaha lndustri Kecil. 

Pasal 6 

lzin Perusabaan lodustri scbagairnana dima.ksud dalam PasaJ 3 huruf c Peraturan ini, 
merupakan izin yang dibcrikan kepada perusahaan industri yang melakukan 
penambahan investasi melebihi 30 % (t.iga puluh perscn) dari nilai invcsta~i yang 
telah diizinkan dengan ketentuan memiliki llJJ dan memenuhi persyaratan y3ng Lelah 
d itetapkru1 dalam Peraturan ini. 

Pasal 7 

(I) Proses penyelcsaian permoho1:au IUI dau lzin perluasan !ndustri sebagairmma 
dimaksud dalam Pasal 3 Pera tu ran ini, dapat diselesai kan dalam jangka waktu 
I 5 (lima belas) hm·i kc~ja se_1ak diterimanya permohonan yang lcngkap dan 
memenuhi syarat. 

(2) l'cm1ohonan yang dapat diproses ada lah pc1111oho11an yang telah 'dilcngkapi 
persyaratan sesuai dengan kctentuan dalam Pcraturau ini. 

(J) Permohonan yang ditolak karena 1idak memenuhi persyaratau ad,uinistrasi dan 
atau persyaratao teknis, akan dibcritahukan kepada Pemohon secarn teriulis 
selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 5 (l ima hari) kerja sejak Berita 
Acara Pemeriksaan di tandatangani. 
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Pasal 8 

(I} Tcrhadap pcr,uohonan yang Lelah mcmcnuh i pcrsyarat,m, diminta pen<.!tapannya 
kepada Walikota yang dituangkan dalam Keputusan Walikota tentang IUl dan 
I zin Perluasan lndustri. 

(2) Setelah ditetapkannya Keputusan Walikota dimaksud, Kepala Dinas 
menerbitkru1 Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRO). 

(3) Apabila JUI dan Izin perluasan industri asli sudah ditetapkan oleh Walikota, 
Pemohon membayar retribusi, kemudian ditcrbitkan Pelikan I UI dan perluasan 
industri yang ditandatangruii oleh Kepala Dinas untuk disampaikm1 kepada 
Pemohon. 

Pasal 9 

Sebelum diletapkan 11.Jl Pcrlua~an lndusv; Pcmohon terlebih dahulu mendapat 
persetujuan Prinsip dari Dinas Perindustrian, Perdagru1gan dan Koperasi yang 
ditandatangani oleh Kepala Dinas. 

(I) Persyaratru1 administrasi 
Menengah sebagainuma 
adalah sebagai herikut : 

BAB Ill 

PERSY ARA TA'l 

l'asal IO 

pcmberian Persetujuan prinsip bagi IUI Besru· dan 
di maksud da!am Pasal 3 hunif a r~ri1tura11 ini, 

1. Me11gajukan surat p~1·rnohonm1 dengan ruengis, for111ulir yang tclab 
disediakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan 
.ie.las, benar dan lengkap. 

2. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Penanggw1g 
Jawab. 

3. Melampirkan ph<lto copy NPWP. 
4. Melampirka11 photo copy Aktc Perubahan. 
5. Melampirkan photo copy Sl.nll Izin Usaha (SITU-HO). 

(2) Persyararan administrasi pemberian IUI Bcsnr dan Menengah sehagaimana 
dimaksud dalam Pasal S huruf a dan b Per.:ituran ini adalah sebagai berikut: 

I. Mengajukan surat pennohonan dengan mcngisi fonnulir yang telah 
disediakan olch Din;1s Pcrindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan jelas, 
henar dan lengkap. 

2. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dcngan Pcnanggung 
Jawab. 

3. Melampirkan photo copy NPWP. 
4. Melampirkru1 photo copy Akte Pcndiriao dan A.l<te Perubahan. 
5. Melampirkan photo copy 1MB. 
6. Mclrunpfrk.an photo copy Pe1etapan Nama Direksi dan Dewan Komisaris. 
7. Me[ampirkan photo copy surat persetujuan prfosip IUJ. 
8. Melampirkan photo copy forrnulir Model PM. II tentang inforrnasi 

pembangunan pabrik dao samna industri (proyek). 
9. Melmnpirkan photo copy UKL, UPL atau SPPL yang sudah disahkau 

Bapedalda. 
10. Melampirkao photo copy Surat lzin T~mpat Usaha (SITU-HO). 
11. Melampirkan pas photo 3 x L cm sebanyak 2 fem bar. 
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(3) Persyaratan adm.inistrasi untuk pengajuan IUI Kecil sebagaimana dimaksud 
Pasal 5 huruf a dan b Peraturnn ini adalah seoal;\ai berikut : 

I . Mengajukan surat perniohonan dengan mengisi formulir yang 1elah 
disediakan oleh Dinas Pe~ndus1rian, Perdagangan <lan Koperasi dengan jelas, 
benar dan lengkap. 

2. Melampirkan photo COP)' Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Penanggung 
Jawab. 

3. Melampirkan photo copy NPWP. 
4. Melarnpirkan photo copy Akte Pendirian dan Akte Pcrubahan. 
5. Melampirkan photo copy UKI,, UPL dan SPPL yang sudall disahkan 

Bapeda lda. 
6. MclM'lpirkon photo copy Surat l.cin Tempat Usaha (SITU-HO). 
7. Mclampirkan pas photo 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar. 

(4) Persyaratan athn inist rasi untuk penga.illni> lzin P.:rluasan lnduslri scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 Pera:uran ini, lt(!~]ah sebagai berikut : 

l . Mengajukan Surat Pem10honan dcngan mengisi formulir yang telah 
disediakan oleh Dinas Perindustrian, Pcrdagangan dao Koperasi dengunjelas, 
bcnar dan lcngkap. 

2. Melampirkan pboto copy Kartu Tanda Pcnduduk (KTP) Daerah Penanggung 
Jawah. 

3. Melampirkan photo copy Izin Usaha lndustri (fUI). 
4. Melampirkan photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU-HO). 
5. Melampirkan photo copy 1MB untuk pcrluasan Bangunan. 

Pasal 11 

(I) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pcraturan ini, berlaku selama Usaha 
tersebut masih berjalan dan sctiap 3 (tiga) tahun harus diperpanjang dengan 
mengajukan permohonan baru. 

(2) Pennohonan pctpanjangan IUI sebagairnana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. 
d.iajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakh;rpya masa izin <limaksud dan harus 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO Peraturan ini. 

(3) Persetujuan Prinsip diberikan kepa<la perusahaan yang baru berdiri selama jangka 
waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpru1jang kernbali. 

Pasal 12 

Peoelitian dan Penilaian terhadap permohonan IUI dan lzin Perluasan l.r. ~ustri, 
hasilnya dituangkan dalam Berita /\cara. 

BAB IV 

MEKANISME DAN PROS.EDUR TETAP 

Pasal 13 

(I) Mekanisrne pernberian IUI dan Izin Perluasan lndustri adalah sebaga.i berikut : 

l. Pernohon mengajukan ?Cnnohonan kepada Walikoia rnelalui l<cpala DirlllS 
dengan formulir mcngisi fonmtlir pennobonan yang disediakan oleh Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di lengkapi dengan persyaratan 
sesui dengan ketentuan Peraturan ini . 

2. Pernohon yang persyaratannya telah lengkap diregistrasi pada Bagian Tata 
Usaha dan selanjutnya melalui Kasubdin Pembina Teknis diaj ukan Kepala 
Oinas untuk pemeriksaan berkas. 
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3. Kepala Bidang p,.,mbina Teknis mertgen::;;.,.rn i ... ,v,·dillator l.: ;1t11gan untuk 
melakukan pemeriksaan lokasi meliputi persiapan mesin dan peralataJl 
produksi serta pcrleugkapan pcndukung kegiatan produ.ksi . 

4. Permohonni, yang telal1 memenuhi persyamLan sesual dengan kctentuan 
diteruskan kepada Walikota 1mnik mcndapal~an persetujuan berupa 
Peraturan Walikota sedangkan l'crmobomm yang pada w.iktu i;em.,riksaan 
berkas tidak rnemenuhi persyaral.an, ditunda dan dikembalikan kepada 
Pernobon untuk di lengkap.i persyarntannya . 

.5. Walikota menetapkan Peraturan tcntang JUI dan 17.in Perluasan Jndustri. 
6. Apahila !Ul dan izin Perluasan industri t,:lah ditetnpkan Waliknta, Pemohon 

membayar Rctribusi IUI dan lzi11 Perluasan lndusui, ke01udian ditcrbit.knn 
PctikRn f\ Jl dan lzin Perluasan lndustri umukm disampaikan kepada 
Pcmohon. 

(2) Mekanismc dari pro~ed11r Lemp pemb~rian ll JI dan lzin Pcluasan lndustri adalah 
.scsual dcngan !-:kl'ma ~·1lu s-..·lx'\g~•jmafl" (r•rrant11n> <h1bm l ,;11'1piran rfan 
mcnipakan hagian )",mg tiduk tcrpisal,kw dalam Pcraturan ini. 

BAil 

KETENTUAN RETRIJJUSI 

Pasal 14 

Seti;ip pembcrian IUl dan fz.in Perluasan Jndustri dikenakan retribusi 
berdasarkan ketcntuan Peraruran Daerah Kota Palembang "'-lom<Jr 15 Tabun 
2002 1e11tang Pembinaan dan Re;ribusi di Bidang Indust.ri, sebagaimana telah diubah 
dengan J'eraturan Dacrah Koi.aPalcmbang Nomor 9Tahun 2007. 

Pas«! 15 

Pcrw,ahaan lndustri yang telah memperoleh HJ!, waj ib mcnyampaikan lnformasi 
lndustri (laporan tahunan) kcpada Kepala Dinas Perindustrian , Perdagangan dan 
K.operasi yang mengcluarkan HJ!. Selarnbat-lambamya tanggal J 1 Januari pada tahw, 
berikuLnya. 

UAOVl 

PENUTUP 
Pasnl Hi 

Dengan ditctapkannya Peraturan ini, maka Keputusan W~likota Pidcmbang Nornor 
566 Tahw1 2004 Lcnlang Pcrsyanitan, Mcbnis,ne dan Prosedur Tctap Peraberi.", lzin 
Usaha Jndustri (JUI) dan Perluasan lndustri, dicabu, dan di.oyatakan tidak b~rlalcu. 

l'asnl 17 

Peraturnn i.ru mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mcngetahuiuya memeri ntahkan Pcngundangan Pcraturan inJ, 
dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Palembang 

Ditctapkim di Palembang 
pada taoggal 10 Maret- 2008 


